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TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayati (2)
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Grand Design Pembangunan Kependudukan
Tahun 2020-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang-
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomén' 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5475);

4, Unda.ng-Undahg
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Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tent:\ng
Perkembangan Kependudukan dan Pembangum;n
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080), |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara chﬁblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ncém Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir deﬁ'gan
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang—
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand
Design dengan Pembangunan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Beriat Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
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10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka ‘Menengah Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuk
Linggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuldin_g’g\au\”
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinégau
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021
Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAI?ILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU | I
I WALI KOTA LUBUK LINGGAU 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020-2045,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau. ik
2. Pemerintah o
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Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau. |
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah IKota
Lubuk Linggau. '
Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan
sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian
kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga,
penataan persebaran dan pengarahan moblitas, serta
penataan administrasi kependudukan. '
Grand Design Pembangunan Kependudukan yang
selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan :yang
dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan
kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target
pembangunan kependudukan dari tahun 2020-2045.
Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan
jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, moblhtas
penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta
lingkungan penduduk setempat.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan OrangAsmg
yang bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau.

Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan
untuk mewujudkan  keserasian, keselarasan . dan
keseimbangan antara jumlah penduduk dan lmgkq;:gan
hidup yang baik yang berupa daya dukung alam ma;.lfmn
daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan slosia],
ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas
penduduk;

Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk ak:baf[ dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan
pindah tempat tinggal.

11. Kualitas |4
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Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek
fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial,
ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar
untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati
kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya,
berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. :
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk  memiliki kekuatan  spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak' muﬁa,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. :I | _
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tfrdm
dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah
dan anaknya, atau ibu dan anaknya. |
Pembangunan Keluarga adalah upaya mcwuju;lican
keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan jy,ang
sehat. |
Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah anya
mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahii'kan,
mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan
keluarga yang berkualitas; l |
Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu
pasangan suami istri melahirkan pada usia yang Iideal,
memiliki anak dan mengatur jarak kelahiran yang ideal
dengan cara, alat dan obat kontrasepsi;
Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran pcndi;du}:
secara keruangan. |
Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata
persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung'. alam
dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah. '

M
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Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk
dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
Pengarahan  mobilitas penduduk adalah upaya
mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi,
selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Ssipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik ‘' dan
pembangunan sektor lain.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memptipyai.
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa pentmg yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada
instansi pelaksana.

Daya dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam
beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang
perikehidupan manusia serta mahluk | lain
secaraberkelanjutan. |
Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan hngkquan
hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan
penduduk. .
Road Map GDPK adalah sebuah dokumen berisi petunjuk
atau gambaran besar dalam melaksanakan suatu pmg;-am
kegiatan pembangunan kependudukan. ;
Rencana Aksi adalah dokumen kegiatan yang memuat
sasaran, strategi, dan fokus kegiatan yang diguqakan
sebagai acuan pemerintah kota dalam melaksanakan suatu
tema kebijakan tentang pembangunan kependudukan.

Pasg.l



Pasal 2
; T
Maksud Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan pedoman
terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien,
terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. o

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini, yaitu:
a. pengendalian kuantitas penduduk;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga;
penataan persebaran dan pengaturan mobilitas; dan

e. administrasi kependudukan.

BAB 11
SISTEMATIKA GDPK
Pasal 4

(1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut: '

BABI :  PENDAHULUAN. )

BABII  : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN
CAPAIAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN.

BABII : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDIS]
IDEAL KEPENDUDUKAN. LT

BABIV  :  VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
DAERAH.

BABV  : KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

BABVI : ROAD MAP GDPK KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2020-2045. |

BABVII : PENUTUP.

(2) wuraian lebih lanjut sistematika GDPK sebagai;?lana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

|

BAB Il

f[l



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

]
I

(1) Pengendalian GDPK di Kota dibawah Koordinasi Sekretaris
Daerah.

(2) Pengendalian GDPK di Kota dilaksanakan oleh Tim
Pengendali yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Unsur Tim Pengendali terdiri PD/Instansi vertikal terkait
dan unsur Tokoh-Tokoh terkait di bidang Kependudukan
dan Pembangunan di Kota. '.

(4) Tim Pengendali bertugas melakukan sosialisasi, advokasi,

monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan kegiatan GDPK di Kota dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang

sah dan tidak mengikat.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan
percepatan  pembangunan  kependudukan yang telah
dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI ...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 I

b
L]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempata"nnya

dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.
|

Ii 1
! Ditetapkan di Lubuk Linggmlr
' , pada tanggal, S JM 93 1y

WALI KOTA LUBUK LINGGAY,
b

S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, § i 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

A3

TRISKO DRF SYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR '7' :

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA
seLaTaN: ( 8-913) |



